Memmbang

Mengingat

o

el

L
B

o

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. menctapkan Pajak
Hiburan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, Pajak
ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 93 Undang-tUndang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota
Medan perlu ditinjau kembali:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Hiburan.

Undang-Undang Nomor 8 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomeor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 %

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Flukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nom or 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik  [ndonesia Nomor 3019)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undanp-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  Pajnk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 1 ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 89);

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 89);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerals
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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PERATURAN DAERAII KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak
Hiburan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota; h

Menimbang

P

b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, Pajak
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah: .

¢. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota

Medan perlu ditinjau kembali;

£

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membenmk Peraturan Daerah tentung Pajak
Hiburan.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propmsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

=

Lndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nom or 54,
lambahan TLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pujak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang  Pengadilan  Pajuk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nepara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);

;o

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintohan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2008 tentang Perubahan Kedun Atas Undang-lUndang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4844),

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
untars Pemerintall Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Republik  Indenesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4418):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Fenataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentan g Kepariwisalaan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor |1, Tambahan
[ .embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyilaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 entang Pedoman Pembinaan
dun Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4593);

| Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembugian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
femerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomior 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pemanfaatan Tnsentil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Ldibayar Sendiri
Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S179):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  © PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

2.

< f

12.

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
Kepala Daerah adalah Walikota Medan,

Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Buadan adalah sekumpulan orang/atau modal vang merupakan kesatuan. baik yang meclakukan
usaha maupun yang tidak melakukan uszha vang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). atau Badan Tlsaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. firma: konpsi, koperasi,
dang pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial
Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk konteak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,

Pajak Dacrah vang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah
vang lerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa herdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untik Keperluan
dacrah bagi sebesar-besarnyu kemakmuran rakyar,

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalsh semua jenis tontonan, pertunfukan, permainan dan/atau  keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran,

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak,

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak. pemotong pajak, dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesusi dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah,

Masa Pajak adalah jangka wakiy 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dalam Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender. yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

. Tahun Pajak adalah janpka wakty yang lamanya | (satu) tnhun kalender. kecuali bila Wajib

Pajak mengpunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.

T
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Pajak yang terutang adalab pajak yaug harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagisn Tahun Pajak sespai denpan ketentuun Peraturan
Perundang-undangan perpajakan dacrah.

Pemungutan adalah suate rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak vang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib paiak serta pengawasan penyelorannya.

- Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat vang

oleh Wajib: Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak.
obyek pajak dan/atau bukan ohjek pajek, danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajek Dacrah yang selanjutnya disingkat SSPD adalsh bukti pembayaran atau
penyctoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dgengan cara lain ke kas dacrah melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Walikota.

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah

sural ketetapan pajak yang menecntukan besamya jumiak pokok pajak. jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambuahan atas jumiah pajak
ving telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjulnva disingkat SKPDLB. adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang tenlang atau seharusnya tidak terutang,

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat sclanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlsh kredit
pajak atau pajak tdak terutang dan tidak ada kredit pajuk.

- Surat Tagihan Pajak Daerah yan g sclanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratil berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pemberulan adalah surat keputusan yvang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam ' Sural Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Dagrah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerall Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Duerah, Sueat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

24, Surat  Keputusan Keberatan adalah surat lkeputusan atas  keberatan terhadap  Sural

Pemberimbuan Pajak Terutang, Sural Ketetapan Pajak Daerab, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetupan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daeraly Nihil, Surat Ketetapan Pajek Daerah Lebih Bayar. atau terhadap pemolongan
alau pemungutan oleh pihak ketiga yang disiukan Wajib Pajak.

. Pembukuan adalah swatu proses pencatatan vang dilakukan secara teralur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi barts, Kewajiban, modal,
penghasilan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jusa. yang ditutup
dengan menyusun lzporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada periode
Tahun Pajak tersebut.
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. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolaly data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan seears obyekiif dan prolesional berdasarkan suaty standar
pemerilsaan untuk menguii kepatuban pemenuban kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan doerah. ]

27. Banding adalah upuya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap suatu keputusan yang dapat digjukan banding berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan vang berlaku,

. Putusan Banding adalsh putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surar

Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukii yang dengan bukti itu
membunt terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang tevjadi serta menemukan
lersangkanya

- Kas Umum Daerah adalah tempat peny impanan uang daerah vang ditenlukan oleh Walikota

untuk menampung seluruh penerimaan dacrah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama
Pajak Hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyclenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran,

Termasuk objek pajak hiburan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi .
a. tontonan film:

b: pagelaran kesenian, musik. tari dan/atau busana:

¢ kontes kecantikan, binarapa dan SCRENISNYE;

d. pameran;

e. diskotil, karaoke, klub malam dan sejenisnysa:

[ sirlous, akrobat, dan sulap;

B permainan bilvar, golf, bawling;

b pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

I panti pijat, refleksi, mandi uapispa. dan pusal kebugaran (fitness center); dan
J. pertundingan olah raga.

Ndak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adulah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan ying diselenggarakan
dalam rangka perikahan, upacara adat. kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 3
Subjek Pajak Hiburan adalal; orang pribadi atau badan yiang menikmati hiburan,

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan vang menvelenggarakan hiburan

BAB 11T -
DASAR PENGENAAN,. TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 4
DESLI_I pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnva
diterima oleh penyelenggarahiburan.

n



(2) Jumlah vang yang seharusnya diterima sebagaimang dhuqksud pads vyat (1) termasik
potongan harga dan tike! cuma-cumse yang diberikan kepada pencrima jasa hiburan,

Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan sehagai berikut ;

a. lontonan film dikenakan pajak 10 % (scpuluh persen)

b. pagelaran keseniun, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) dan
pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena
mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5 % (lima persen);

¢. kontes kecantikan, binaraga dan sgjenisnya dikenakan 30 % (tiga puluh persen);
pameran dikenakan 10 % (sepuluh persen);

d.  diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35 Yo (tiga pulub lima persen),

e, karacke dikenakan pajak 30 % (ligan puluh persen); _

f.  sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);

g permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dilenakan pajak 20 % (dua

puluh persen), dan permainan bilvard yang tidak menggunakian AC dikenaken pajak 15 %
(lima belas persen),

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20 % (dua
puluh persen):

I, panti pijaL. refleksi, mandi vap, sauna/SPA dan pusat xebugarun/fitness  dikenakan pajak
35% (tiga puluh lima persen);

J-  pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);

Pasal 6
Besaren pokok pajak terutang dihitung ‘dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal § dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalan Pasal 4.

Pasal 7
(1) Peayelenggara hiburan menpenakan pajak hiburan atas pembayaran pelayanan di hiburan
dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Dalam hal penyelenggura hiburan tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada avat
(1} jurnlsh pembayarun telals termasuk Pajak Hiburan,

BADB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam Daerah.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9
Masa Pajak Hiburan adaluh jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender,

Pasal 10
Pajak terutang dalum masa pajak terjadi pada saat pembayaran danfatan vang seharusnya
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB VI
FENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11
(1) Pendatazn dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):

(2) Setiap Wajib Pajak wijib menerima, mengisi dan menvampalkan SPTPD.

.



(3)

i4)

(2)

(3]

SFIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Dagrah.

Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Kepala Daerah selanibat-lambatnya 135 (lima
belas) hari setelah berakhirmya masa pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (19, ayal (2) dan ayat (3), diatur derigan Peraturan Kepala
Dagrah.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesalu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12
Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajils membayar pajak vang terutang berdasarkan SPTPD.

Wajih Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKDB danfatau SKPDKET.

Pajak yang terdtang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau lempat pembayaran lain yang
dihunjuk oleh Kepala Dacrah.

Ketenluan lebih laniut mengenal tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah,

'asal 13
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saal terutangnya pajak. Kepala Dacrab dapal
menerbitlar -
a.  SKPDKB dalam hal :
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau lkurang dibayar:
2} jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam janglka waktu 7 (tujuh)
hati dan setelah ditegur secaras tertulis tidak disampaikan pada  waktunya
schagaimana ditentukan dalam Surat Teguran:
1) jika kewajiban mengisi SPTPD udak dipeauhi, pajak yang lerutang dihitung secara
jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data bara danfatau data yang semula belum terungkap yang
menyebablan penambahan jumlah pajak vang terutang,
c. SKPDN jika jumlah pajak yang ferutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak vang tery lang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambar dibayar untuk jangka walktu
paling lama 24 (dua puluh em pat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimakud pada ayat
(1) buruf b dikenakan sanksi administralif berupa kenaikan sehesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,




(5) Jumluh pajak vang teratng dalam SKPDRB sehagaimuna dimaksud pada ayaz (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administiant berupa henaikan sebesar 25% tdua pulub lima
persen) dari pokok pajak ditambih sanksi administratit berupa buiiga sebesar 2% {dua
persen) setiap bulan. dibitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktt paling fami 24 (dug puluh empaty bulan dibitung s¢jak saat erutangnya pajuk.

PPasal 14
(1) Ketentan lehih lanjut mengenad latn cara penerbitan SPTPD. SKPDKB. SKPDKR|
sebugaimana dimabksud dalam Pasal 12 avan (3) distur dengan Peraturan Kepala Dacrah.

(2) Ketentuan lebil lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPDEB dan
SKPDKBT sebagaimuna dinaksud dalum Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 15
(1) Kepala Dacrah dapat menerbitkan STI'D jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tiduk atau Kurang dibayar:
b, duri hasil penelitian SPIPD 1erdapat kekurangan pembayaran sebagat akibat salah tulis
dan/utiu salah hitung: dan
¢. wajib pajak dikenakan saksi administratit berupa bunga dan‘atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajik yvang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat { i)
hurul a dan b ditambah dengan sanksi administratil berupa bungin 2% (dua persen) setiap
bulan untuk puling lama |5 (lima belus) bulan sejak saat terutangnya pajik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembavaran Dan Penagihan

Pasal 16
(1) Jatul tempo pembayaran dan penvetoran pajak terutang ditetaphan 0 (iga puluh) han Kerja
selelnh sant lerutangnya pajak.

(2) SPTPD. SKPDKH, SKPDKBT. STPD. Surar Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Kebetatun dan Putisan Banding vang menyvebabhan jumlah pujah vang harus dibay
bertambah merupakan dasar penagthan pajak dun harus dilunasi dalam jangka wakiu puling
lama | (sat) bulan sejak angeal diterbithan.

(3) Kepala Dacruh atus permohonan Wajih Pajak setetah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persctujuan kepada Wajib  Pajak untuk  mengangsur atau menunda
pembavaran pajak. dengan dikenakan hungpa sehesar 2 % (dui persen) seting bulan

(4) Ketentuan lebih lanjul mengenai g cara pembayaran, penyetorun, tempal pembayaran.
angsuran. dan penundaan pembayaran pajah diatur dengan Peraturan Kepala Dagrah,

Pasal 17
(1) Pajak vang terutang vang pada saat atub tempo pembavaran tidak dibayar atsu Kurang
dibayar dikenakan denda adminiseasi scbesar 2% (dua persen) setisp bulan. yang dihitung
dari saat jatul tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka walkt paling lama 24
{dua puluh empat) bulan,

(2} Denda administrusi sebagaimana dimaksud pada syvat (1) ditambah dengan utang pujak vang
belum atau kurmng dibmar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak ving Drrees dilunast selumbat-
lambatnva | (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Sural Fagihan Pajak oleh Wanb Pajak.
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Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atay lempat lain yang ditmiuk oleh Kepala
Daerah,

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pembayaran dan penagihan sebapaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2) dan avat (3). diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,

Pasal 18
SPTPD, SKPDKR. SKPDKBT, STPD. Sural Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.

Pajak vang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan ban+ g yang tidak atay kurang bayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapar ditagih dengan Surat Paksa,

Penagiban pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Surat Paksa diterbitkan apabila :

a, wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran
atau Surat Péringalan atay surat lamnya yang sejenis:

b. wiajib paiak tdak melunasi utang pajak sckalipun telah dilakukan penagihan pajak
seketika dan sekalipus. |

¢ waith Pajak tidak memenuhi  ketentuan schagaimana tercantum  dalam keputusan
angsuran atau penundaan pembayaran,

Surat Paksa sekurang-kurangya harus memuat -
. Nama Wajib Pajak atay Peranggung Pajak;
b. Dasar Hokum Penagihan Pajak,

¢. Besarnya Utang Pajak:

d. Perintah unink membayar :

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangin.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 20
Wajib Pajak dapa mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atay pcjabal yang
dibunjuk atas suaty -
a SKPDKB:
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB: dan
d. SKPDN.

Keberatan diajukan secara tertulie dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 2lasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam Jangka wakt 3 (tiga) bulan seiak tangeal surat sebagaimang
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahiwg jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,

Keberatan dapar diajukan apabila Wajib Pajak telal membavar paling sedikit sejumlal yang
teiah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang ridak memenuhi persyatatan sebagaimana ditmaksul pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap  sebagai  Surat Keberatan  schingpa  tidak
dipertimbanplcan,
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Tanda pencrimaan Surat Keberatan yeng diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yung
dibunjuk untuk ity atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatal sebagal
tanda buky penerimaan Surar Keberatan,

Pasal 2]
Kepala Dacrah dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak tnggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan vang diajukan.

Keputusan Kepala Daeral atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

PPasal 22
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan  Pajak
tethadzp keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan olely Kepala Daerah.

Permohonan banding sebagaimuana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesiz, dengan alasan yang jelas dalam jangka wakm 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebur,

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajuk sampai dengan
| (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23
Jika pengajuan keberatan atay permohonan banding dikabulkan scbagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan ungul paling lame 24 (dua pulub empat) bulan,

Imbalan bunga sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLR.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atay dikabulkan. Wajib Pajak dikenai sanks]
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajik berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak vang felah dibayar sebelum mengajukan

kebheratan,

Dalam hal Wajib Pajak méengajukan permohonan banding. sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ndak dikenakan

Dalam hal permohonan bunding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Pulusan Banding  dikurangi dengan  pembayaran pajak yang telah  dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
dan Penghapusan atay Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 24
Alas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Kepala Dacrah dapat membetulkan
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN alau SKPDLE yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan wlis dan/atay kesalahan hitung danfatay kekeliruan penerapan ketentuan tertenty
dalam Peraturan Perpajakan Dacrah.
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Kepala Dacrah dapat :

u. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda du:?
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan kekhilulfan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannyu;

b. mengurangkan atau membatalkun, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN. atau SKPDIR yang
tidak benar ;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD:

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atay diterbitkan

tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ;

mengurangkan ketetapan pajak terulang berdasarkan pertimbangan  kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertenu objek pajak; dan

f. mengurangkan atav membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal ohjek pajak terkenz
bercana alam atau sebab lain vang Juar bissa,

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengurangan  atau  penghapusan  sanks:
administratif dan pengurangan atay pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimalcsud pada
ayat (2) dun ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25
Atas  kelebihan pembayaran prjak, Wajib Pajak dapat mengajukan  permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah:

Kepala Daerah dalam jungka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, scjak diterimanya
permohonan pengembalian kelehihan pembayaran pajak schagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan,

Apubila jangka wakiu sehagaimana dimaksod pada ayat (2) telaly dilampaui dan Kepala
Daerah tidak memberikan suati keputusan, permoharnan pengembalian pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dulam jongha wakw paling lama ]
(satu) bulan, '

Apahii? Wajib  Pajak mempunyal utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajuk tersebut.

Pr:ugcrlnhalian kelebihan pembavaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka wakiy paling lama 2 (dua) hulan sejak diterhitkannya SKPDLB

Jika pengembalian kelebiban pembayaran pajak dilakukan sstelah lewat 2 (dua) bulan,
Kepala Daerali memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembavaran kelebihan pajak,

Ketemuaq lata cara pengeimbalian kelebihan pembayatan pajak sebapgaimana d imaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dasrah.

BAB IX
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26
Hak untuk mcla_kukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui wakwy S
{.hm"l:' taht_m terhitung scjak saat terutangnya pajak. kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.

chfﬂum:sa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa, atau
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b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitian Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf &, kedaluarsa penngihan dihitung sejak tunggal penvampaian surat tersebul.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hymf b
adalah Wajib pajak dengan kesadarannyn menyatakan masih mempunyai utang pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

Pengakuan wang secara tidak langsung sshagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan  permohonan angsuran  atau  penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudal
kedaluarsa dapat dihapuskan.

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang Pajak Daerah vang sudah
kedaluarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28
Wajib Pajuk yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyeienggarakan pembukuan atau pencaratan.

Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dirmaksud pada
avat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29
Kepala Dacrah berwenang  melakikan pemeriksaan  menguji  kepatuhan pemenuban
kewajiban perpajakan dacrah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah,

Waiib Pajak vang diperiksa wajib :

& memperlihatkan dan/atau memimamkan buku atau cataten. dokumen vang menjadi
dasarnya dan dokumen lain vang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b, memberikan kesempatan unik memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; danfatan

€. memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tiduk mclaksanakan kewnjiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang dapar ditetapkan secara Jubatan.

Ketentuan lebih lanjut men genai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB X1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30
Instansi vang melaksanakan Femungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja.




(2) Pemberi insentif schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul Anggaran
Pendapatan dun Belanja Dasrah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif schagaimana
dimaksud pada ayat (1) diawr dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah,

BAL X1
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain sepala sesuaty yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajuk dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli vang
dihunjuk ofeh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
a.  pejabat dan tenapa ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;
b. pejabat dan‘atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daersh untuk memberikan
keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah vang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan dasrah,

(4) Untuk kepentingan dacrah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tcnaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
agar memberikan keterangan, memperlihatkan buki tertulis dari atay tentang Wajib Pajak
kepada pihak yang dihunjuk.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidans wtau perdats, atas
permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala
Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan teonga ahli scbagaimans  dimaksud pada ayat (2). umtuk memberikan dan
memperlithatkan buki tertulis dan keterangan Wajib Pajuk vang ada padanya.

(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menvebutkan nama tersanpka
atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X111
PENYIDIKAN

Pasal 32
(1) Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrih diberi wewenang
khusus sshagai Peayidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dacrah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2} P_:myi-:l ik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentuy
dilingkungan Pemerintah Daeraly yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalal -
4. menerima, meancari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
mentadi lebih lengkap dan jelas;




B, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atay Badan
tentang kebenaran perbuatan yanp dilakukan schubungan dengan lindak pidana
perpajakan dacrah:

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. pencatatan, dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan terbadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajukan dacrah:

g menyuruh barhenti dun/atay melarang seseorang meninggalkan ruangan atau lempal
pada sadal pemeriksnan sedang betlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
danfatau dokumen yvang dibawa;

b memonet seseorang yang berkaitan dengan tidak pidarna perpajakan daerah;

I memangeil orang untuk didenpar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

mengheatikan penyidikan: danfatau

melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah segyai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

,_—l._..

(4) Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntur Umum melalyi Pen yidik Pgjabar Polisi
Negura Republik Indonesin, sesuai dengan ketentuan vang distur dalum Undang-Undang
Hukurm Acara Pidana

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
(1) Wajib Pajak yang karena keal paannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daeral dapat dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1
(satu) tahun atun denda paling banyak 2 (dua) kali Jumidh pajuk terutang yang tidak atau
kurang bayar. '

(2} Waiib Pajak yang dengan sengaja tidak menvanpaikan SPTPIY atuy mengisi dengan tidak
besar atau dengnn tidak lengkap atau melampirken keterangan yang tidak benar schingga
merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana peajura paling lama 2 (duz) tahun
atau denda paling banvak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang vang tidak atau kurang bayar.

Pasal 34
Tindak pidana di bidang perpajakan daersh tidak dituntut setelah meldmpani jangka wakm S
(Lima) tahun sejak sant terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhim ya bagian
tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan,

Pasal 35
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjul oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannva tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalan Pasal 32 ayat (1) dan
ayal (2) dipidana dengan pidana kurtingan paling lama | (satu) tahun atay pidana denda
paling banyak Rp 1.000.000 (empat juta rupiah).

(2} Pejabar atau tenage ahli yang dihunjuk oleh Kepala Dacrah yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atay seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
!mmngan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh
Juta rupiah)



(3) Pepumtutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimoksud pada ayat (1) dan nyat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kershasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnyva
dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan salaku Wajib Pajak, karena itu
 dijadikan tindok pidana pengaduan,

Pasal 36
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 avat (1) dan ayol (2) merupakan
penenmann negur.

BAR XV
KETENTUAN PERALIITAN

Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Hiburan yang tenutang berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomar 12 Tahun 2003 tentang Pajak Dasrah Kota Medan, sepanjang tidak
diatur  dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saal terutang.

Pasal 38
Dengan berlakunyva Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 16 sampai dengan Paszl 22
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daeraly Kota Medan, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksannan Peraturan Daerah ini distur dengan Peraturan
Kepala Daerah,

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacla tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengelahuinya memerintahkan penpundang Peraturan Daeral in; dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tangsal 1 Juldi 2011

WALIKOTA MEDAN
dio
Drs. [ RAHUDMAN HARAHAP, MM
Diundangkan di Medan
padie tanggal 1 Juldi 2011

SEKRETAWIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYATABATIRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR T




